PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting
bagi arus lalu lintas angkutan darat, perlu dijaga
kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan
mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan,
ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan
pada daerah sekitarnya,;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57
dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2006 tentang Jalan, Penyelenggaraan
jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian
Jalan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/

11.

12.

PRT/ M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Pengunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOTABARU

dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN
JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

Penyelenggara jalan adalah Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk yang melakukan pengaturan,
pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan
sesuai kewenangannya.

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada
permukaan tanah, diatas permukaan tanah,
dibawah permukaan tanah, dan/atau air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

6. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antar pusat
kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

7. Penyelenggaraan Jalan adalah segala upaya yang
dilakukan oleh Penyelenggara Jalan agar jalan dapat
berfungsi sesuai peranannya.

8. Bangunan Utilitas adalah bangunan umum yang
dalam pemanfaatannya memungut bayaran dari
masyarakat dan memperhitungkan keuntungan.
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9. Ruang manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan
yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman
ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh
penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi
median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu
jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang
pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap
lainnya.

10. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat, Jalan dan
sejalur tanah tertentu diluar Ruang manfaat Jalan,
yang merupakan ruang sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran
jalan dan penambahan lajur lalu lintas dimasa akan
datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman
jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang
ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

11. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu
sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang
dibatasi oleh Lebar dan Tinggi tertentu yang
ditetapkan oleh penyelenggara  jalan dan
diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi
pengamanan konstruksi jalan.

12. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar
pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-
bangunan dikiri dan kanan jalan pada ruang
pengawasan jalan yang berguna untuk
mempertahankan daerah pandangan bebas bagi
para pengguna jalan.

13. Bangunan-bangunan adalah ruang, rupa, wujud
dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan
berupa rumah, gedung, jembatan, tiang reklame,
tower, dan bangunan-bangunan lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

BAB II
BAGIAN DAN FUNGSI JALAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik
jalan, dan ruang pengawasan jalan.
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Bagian Kedua
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 3

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran
tepi jalan, dan ambang pengamannya.

Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu
yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median,
pengerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran
tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman,
timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan
jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 4

(1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan

lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan

angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan
dilengkapi dengan ruang bebas.

(3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.

(4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) sesuai dengan lebar badan jalan.

(5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh
Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan.

(6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5
(lima) meter.

(7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling
rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan
jalan.

Pasal 5

(1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi

penampungan dan penyaluran air agar badan jalan
bebas dari pengaruh air.



